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PEWARISAN DIPANDANG DARI DIMENSI AJARAN AGAMA HINDU 
Oleh:  
I Gede Surata 
Abstrak 
 Proses kehidupan manusia berawal dari kelahiran, kemudian menginjak dewasa menjalani proses 
perkawinan dan pada akhirnya sampai pada penutupan hayat. Diakhir kehidupan ini menurut hukum negara 
tiba saatnya timbul pewarisan. Unsur suatu pewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), 
adanya harta yang ditinggalkan (harta peninggalan), dan adanya ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 830 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). Warisan menurut Hukum Perdata Barat adalah Harta Peninggalan = Harta 
Warisan. Oleh karena itu maka baik activa maupun fasiva merupakan harta warisan. Sedangkan warisan 
menurut hukum adat adalah Harta Peninggalan dikurangi (-) Kewajiban. Sehingga tidak ada fasiva yang akan 
diwariskan. Oleh karena itu maka pewarisan didalam hukum perdata barat, ada 3 sikap ahli waris dalam 
menentukan pilihannya sebagai ahli waris yaitu menerima warisan, menolak warisan atau fikir-fikir. Dari 
uraian tersebut maka timbul beberapa persoalan yaitu;          a. Bagaimana pewarisan menurut agama Hindu? 
b. Bagaimana keterkaitan pewarisan menurut agama Hindu dengan Hukum Adat di Bali ? 
 Pada dasarnya sering di campur adukkan antara pelaksanaan agama Hindu dengan Hukum Adat 
bahkan Adat di Bali, sekalipun pada dasarnya adalah berbeda. Hal ini sering didalam praktek terjadi kekeliruan 
dalam penerapannya. Pewarisan menurut agama Hindu berlandaskan pada Kitab Manawa Dharmasastra, 
sedangkan pewarisan menurut hukum Adat Bali adalah berlandaskan pada sistem kekerabatan Patrilinial. 
Kata Kunci  :  Pewarisan,  Adat Bali,  Agama Hindu.  
nkknknkn 
Abstract 
The process of human life begins from birth, and then onto adulthood undergoes marriage and 
ultimately ends at the closing of life. At the end of this life process, according to the laws of the country, comes 
the time for inheritance. The elements of an inheritance are: someone who died (the deceased), the presence 
of an abandoned property (inheritance), and the heirs left behind (Article 830 of the Civil Code). Inheritance 
under the Civil Code of the West is the Heritage Inheritance = Inheritance. Therefore, both asset and liability 
are inheritance. Whereas inheritance according to customary law is the Heritage Inheritance minus (-) the 
Responsibility. So no liability will be inherited. Therefore, inheritance in western civil lawexists 3 selections 
for the heir in determining his choice as an heir which is accepting the inheritance, rejecting the inheritance 
or considering. 
From these descriptions arise several problems namely; a. how is inheritance according to Hinduism? 
b. how is the relation of inheritance according to Hinduism with Customary Law in Bali?Basically it is often 
mixed between the practice of Hinduism with Customary Law especially Customs in Bali, even though its 
basics is different.  
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This is in practice often occurs a mistake in its application. Inheritance according to Hinduism is 
based on Manawa Dharmasastra Holy Book, while inheritance according to Balinese Customary Law is based 
on Patrilineal kinship system. 
Keywords: Inheritance, Balinese Custom, Hinduism. 
 
I. PENDAHULUAN 
Pewarisan dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang antara lain; dapat dilihat dari sudut 
Hukum Perdata Barat, dari sudut Hukum Adat, dari 
sudut Hukum/ajaran agama khususnya agama 
Hindu. Aspek pewarisan jika ditinjau dari Hukum 
Perdata Barat dinyatakan dalam Pasal 830 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa 
pewarisan itu dinyatakan terbuka bilamana 
terpenuhi 3 macam syarat yaitu ; ada orang yang 
meninggal dunia yang disebut Pewaris, ada harta 
yang ditinggalkan yang disebut Harta Peninggalan, 
dan ada ahli waris yang ditinggalkan yang disebut 
Ahli Waris. Persyaratan tersebut hampir semua 
aspek hukum memberikan persyaratan sebagai 
demikian. 
Namun yang berlainan ketika pewarisan itu 
ditinjau dari hukum adat, karena syarat-syarat yang  
ditentukan oleh Hukum Adat terutama dari sudut 
penerimaan warisan yang sering berbeda. Sebab 
masing-masing daerah yang ada di Indonesia 
mempunyai adat yang berbeda-beda, dan 
penerapan sistem kekerabatan yang berbeda-beda 
pula, sepeti di daerah Jawa menggunakan sistem 
kekerabatal Parental (artinya; bahwa harta warisan 
dapat diterima oleh ahli waris baik perempuan 
maupun laki-laki), daerah Minangkabau 
menggunakan sistem kekerabatan Matrilinial 
(artinya yang menerima harta warisan dari pewaris 
adalah ahli waris yang perempuan saja), dan daerah 
Bali pada umumnya menggunakan sistem 
kekerabatan Patrilinial (artinya yang berhak 
menerima warisan dari pewarisnya hanyalah ahli 
waris dari pihak laki-laki saja).   
Warisan menurut hukum perdata barat 
adalah sama dengan harta peninggalan atau sering 
disebutkan bahwa warisan adalah kekayaan yang 
berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang 
berpindah kepada para ahli waris (Satrio, 1993:8), 
karena itu ahli waris ketika membuka warisan 
berhak menentukan sikap untuk menerima warisan, 
menolak atau fikir-fikir. Maksudnya ahli waris 
yang demikian sebelum menyatakan menerima, 
mereka membuat perhitungan antara peninggalan 
pewaris yang berupa aktiva dengan peninggalan 
pewaris yang berupa fasiva, mana lebih besar ? jika 
yang lebih besar adalah aktivanya maka akan 
menyatakan menerima warisan, namun sebaliknya 
jika ternyata fasivanya lebih besar, maka dibuat 
pernyataan untuk menolak warisa.  
 Dengan adanya perubahan teknologi, 
kemajuan zaman, perkembangan pengetahuan dan 
kesadaran hukum, maka sering di Bali calon 
pewaris memperhatikan semua anaknya, tidak 
memandang laki-laki maupun perempuan, hanya 
saja ada pembatasan pemberian warisan kepada 
anak perempuan, terhadap asal dan sifat harta 
warisan yang akan diwariskan. Misalnya 
harta/benda yang bersifat sakral, seperti Pratima, 
Pura/Sanggah, Prasasti dan sebagainya tidak akan 
diwariskan kepada anak(-anak) yang perempuan. 
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Demikian juga jika ada warisan berupa hak atas 
tanah yang berasal dari leluhurnya (bukan guna 
kaya dari pewaris) juga tidak diwariskan kepada 
anak(-anak)nya yang perempuan. Namun terhadap 
harta yang diperoleh baik harta bawaan 
(tetadtadan) maupun yang diperoleh selama 
perkawinan pewaris yang berupa harta bersama 
(Druwe Gabro) yang perolehannya secara Guna 
Kaya, maka harta tersebut dapat diwariskan ke 
semua ahli warisnya, sepanjang disepakati oleh 
calon ahli (para-ahli) waris lainnya. Dan fakta yang 
ada banyak masyarakat yang dalam perkawinannya 
hanya menurunkan anak(-anak)perempuan, maka 
sebelum meninggalnya pewaris telah diberikan 
anak(-anak)nya dalam bentuk hibah atau hadiah. 
Sekalipun peralihan haknya dilakukan dengan 
jalam hibah. Hal ini untuk mengantisipasi terhadap 
calon ahli(para-ahli) waris lainnya ketika calon 
pewarisnya meninggal dunia. Bahkan didalam 
Putusan Pesamuan Agung III No 01/ KEP/PSM-
3/MDP Bali/x/2010, tertanggal 15 Oktober 2010, 
dinyatakan bahwa anak perempuan berhak untuk 
mewaris, sekalipun putusan tersebut masih 
controversial di dalam masyarakat. Hal tersebut 
telah diseminarkan bersama para Majelis Madia 
Kabupaten Buleleng, telah dibantah bahwa istilah 
perempuan dan laki-laki tidak tepat, dengan 
pertimbangan bahwa di Bali (khususnya di Daerah 
Tabanan) banyak yang melakukan perkawinan 
dengan sistem Sentana Rajeg (yang laki-laki 
berkedudukan sebagai predana dan sebaliknya). 
Hal ini sesuai dengan pendapat Ketut Artadi yaitu; 
Ahli waris untuk di Bali identik dengan sentana, 
yang berarti pelanjut keturunan. Hal senada 
dikemukakan oleh V.E Korn yang dikutip I Ketut 
Artadi dalam  bukunya Hukum Adat Bali dengan 
aneka permasalahannya, disebutkan sentana dalam 
arti luas termasuk sentana rajeg yaitu anak wanita 
yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak 
sentana, berarti ia dianggap beralih status dari 
status perempuan ke status laki-laki (Artadi, 2003).  
Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh, 
dan dari acuan yang dikemukakan oleh para ahli 
hukum Adat, maka akan muncul dua persoalan 
hukum yaitu : 
1. Bagaimana pewarisan menurut agama 
Hindu ? 
2.   Bagaimana keterkaitan pewarisan menurut 
agama Hindu dengan Hukum Adat Bali 
dalam pelaksanaannya?  
 
II. PEMBAHASAN 
2.1 Pewarisan menurut Hukum Agama Hindu 
Pewarisan menurut Hukum Hindu merupakan 
pergeseran penguasaan kebendaan, dari leluhurnya 
kepada keturunannya atas benda-benda yang 
diwariskan seperti hak atas  tanah yang menjadi 
obyek warisan, yang menurut Hukum Agraria 
disebut dengan perolehan hak dari ahli warisnya, 
karena adanya peristiwa hukum. 
Agama Hindu mengajarkan bahwa pembagian 
warisan hendaknya mengikuti undang-undang 
agama. Menurut Hukum Hindu yang dinyatakan 
didalam Kitab Menawa Dharma Sastra Buku IX 
ayat 112 menyatakan (Pudja dan Sudharta 
,1976/1977);  
Jyesthasyawimca uddharah, 
Sarwadrawyaccayadwaram, 
Tatho’rdham madhyamasya 
Syatturiyam tu yawiyasah 
Jika di terjemahkan sesuai dengan 
penjelasannya secara umum, diartikan bahwa  
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Warisan itu dibagi tidak sama pada zaman dahulu 
tetapi dijaman Kaliyuga kebiasaan itu telah 
berubah yang dianggap bahwa sisa kurang 
setengah dikurangi bagian tambahan dari anak 
tersulung sisanya dibagi sama rata. 
Menawa Dharma Sastra Buku IX ayat 113 
menyatakan: 
 Jyesthaccaiwa kanisthacca 
 Samharetam yathoditam 
 Je’nyejyestha kanisthabhyam 
 Tesam syanmadhyamam dhanam 
 Terjemahan bebasnya sesuai dengan 
penjelasannya bahwa; anak menengah yaitu anak-
anak diantara yang sulung dengan yang bungsu, 
bila terjadi pembagian warisan bagian mereka 
adalah sama satu dengan yang lain kecuali anak 
perempuan, anak sulung dan anak bungsu itu. 
 Dari dua ayat tersebut di atas maka dapat 
ditafsirkan bahwa pembagian waris menurut 
Agama Hindu tidak membedakan kedudukan 
antara anak        (-anak) perempuan dengan anak (-
anak) laki-laki hanya saja pembagiannya tidak 
sama antara anak(-anak) perempuan dengan anak(-
anak) laki-laki.  
 
2.2 Keterkaitan Pewarisan menurut Agama 
Hindu dengan Hukum Adat di Bali  
Sebagaimana telah dikemukakan di atas 
bahwa pewarisan menurut agama Hindu 
landasannya berbeda dengan pewarisan menurut 
Hukum Adat di Bali, sebab sistem yang 
dipergunakan masing-masing berbeda, yaitu pada 
pewarisan menurut Hukum Adat di Bali 
berlandaskan sistem kekerabatan Patrilinial. . 
Warisan menurut hukum adat adalah harta 
peninggalan setelah dikurangi kewajiban-
kewajiban, atau dengan kata lain warisan itu 
merupakan hasil bersih (netto). Paswaran Residen 
Bali dan Lombok Tahun 1900 mengenai 
pewarisan, menentukan bahwa; harta warisan 
terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah 
dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-
hutang yang dibuat untuk ongkos 
menyelenggarakan pengabenan pewaris itu 
(Panetje, 1989). Sedangkan pewarisan menurut 
agama Hindu berlandaskan Kitab Menawa Dharma 
Sastra.  Dalam praktek sehari-hari pewarisan 
menurut Adat Bali, belum menunjukkan 
kekonsistensitasan, di samping memberlakukan 
kebiasaan di masing-masing wilayah (desa) juga 
tergantung pada tingkat kesadaran hukum dari 
masyarakat. Apabila secara jujur kita mengamati di 
dalam masyarakat, baik penerapan pembagian 
waris menurut Agama Hindu maupun penerapan 
pembagian waris menurut Adat di Bali, sampai saat 
ini sangat beraneka ragam, kecuali pembagian 
tersebut berdasarkan penetapan/putusan 
Pengadilan. Terkadang pembagian warisan yang 
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) mereka sepakat untuk sebidang tanah 
misalnya, yang memperoleh bagian hanya 
saudaranya seorang diri, sedangkan yang lainnya 
ikhlas untuk tidak mendapat bagian, dengan alasan 
bahwa yang tidak mendapat bagian sudah dibiayai 
selama pendidikan sampai Perguruan Tinggi, 
sedang yang memperoleh bagian pendidikannya 
hanya sampai di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP) saja. 
Menurut VE Korn, yang dikutip oleh Gde 
Panetje dikatakan bahwa hukum pewarisan adalah 
bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. 
Antara lain karena perbedaan-perbedaan di 
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beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat, baik 
mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh 
diwariskan atau banyaknya bagian masing-masing 
ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan 
Pengadilan Adat (Panetje, 1989). 
 
III. PENUTUP 
1. Pewarisan menurut Agama Hindu tidak 
membedakan kedudukan diantara anak 
baik laki-laki maupun perempuan, hanya 
pembagian yang diterima antara anak(-
anak) nya yang laki-laki dengan bagian 
yang diterima oleh anak (-anak) yang 
perempuan, yang berbeda. 
2. Keterkaitan pewarisan menurut Agama 
Hindu dengan Hukum Adat di Bali adalah 
kedua hal tersebut tidak ada 
keterkaitannya, masing-masing 
mempunyai ketentuan yang berbeda, dan 
tidak saling mempengaruhi satu dengan 
yang lainnya. 
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EKSISTENSI AWIG-AWIG SEBAGAI DISKRESI DESA PAKRAMAN ANTURAN 
(PERSPEKTIF TEORI INTERAKSI SIMBOLIK) 
Oleh:  
I Putu Suardipa 
 
Abstrak 
Istilah awig-awig mulai memasyarakat di Bali tahun 1986 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Pakraman sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam 
Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Awig-awig masyarakat Desa Pakraman Anturan yang dikaji melalui perpektif teori 
interaksi simbolik memiliki  fokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan 
interaksi dengan individu lain melalui pola interaksi sosial masyarakat. Konten awig-awig sebagai simbul aturan yang 
disepakati oleh Desa Pakraman Anturan sangat tepat jika dibedah dengan teori interaksi simbolik yang dalam hal ini 
merupakan interpretasi dari penggunaan simbul yang akan mengikat atau memberikan pesan komunikatif empirik untuk 
pelaku simbul yang dalam hal ini adalah masyarakat dengan ikatan desa pakraman Anturan. Kajian teori interaksi 
simbolik menginterpretasikan awig-awig memiliki peranan integral dalam Desa Pakraman Anturan, hal tersebut mampu 
terindikasi dari simbol-simbul hukum tata kelola bermasyarakat yang dihasilkan melalui kesepakatan dan interaksi 
sosial di Desa Pakraman Anturan. 
Kata Kunci: Awig-awig, Desa Pakraman, Interaksi Simbolik. 
 
Abstract 
The term awig-awig began to popularize in Bali in 1986 since the issuance of Bali Province Regulation No. 
6/1986 on the Position, Function and Role of Pakraman Village as a Unity of Customary Law within the Province of 
Bali. Awig-awig of Pakraman Anturan Village who studied through the perspective of symbolic interaction theory have 
a focus on the importance of self concept and perception owned by individual based on interaction with other individual 
through social interaction pattern of society. Awig-awig content as a symbol of the rules agreed by the village of 
Pakraman Anturan is very appropriate if dissected with the theory of symbolic interaction which in this case is the 
interpretation of the use of symbols that will bind or provide an empirical communicative message for the symbols in 
this case is the community with village ties pakraman Anturan. The study of the theory of symbolic interaction interpret 
awig-awig has an integral role in the village of Pakraman Anturan, it can be indicated from the symbols of social 
governance law generated through agreement and social interaction in the village of Pakraman Anturan. 
Keywords: Awig-awig, Desa Pakraman, Symbolic Interaction. 
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I. PENDAHULUAN  
Bali merupakan barometer keunikan budaya di 
Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan segala 
eksistensinya memiliki beragam keunikan baik budaya 
dan adatnya termasuk hal-hal unik mengenai hukum 
adat yang mengikat warga Bali sendiri. Masyarakat Bali 
mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu desa dinas dan 
desa desa pakraman (dulu disebut desa adat). Sistem 
pemerintahan desa pakraman merupakan organisasi 
religius masyarakat Bali yang diyakini telah ada sejak 
jaman Bali Kuno, yaitu sekitar abad 9-14 masehi. 
Dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang 
desa pakraman dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa 
Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum 
adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan 
tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat 
Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan 
Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah 
tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak 
mengurus rumah tangganya sendiri (dikutip dalam 
Windia, 2006: 42). Desa adat diartikan sebagai suatu 
kelompok masyarakat yang menjalankan aturan 
pemerintahannya secara otonom, demokratis, 
mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas 
batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-
awig) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara 
hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang 
lebih tinggi (Soerjono Soekanto. 2012). 
Konsep desa adat ini berawal dari penelitian 
L.A.Liefrinck di Bali Utara (1886-1887) yang 
menyatakan desa di Bali sesungguhnya adalah sebuah 
republik kecil yang memililiki hukum atau aturan adat 
tersendiri. Penelitian ini kemudian diperkuat 
penelitian yang dilakukan V.E.Korn tentang studi 
hukum adat di Bali. Korn yang menghasilkan buku Het 
Adatrecht van Bali (1932) menyatakan desa-desa di 
Bali bersifat otonom. Dari sinilah muncul desa adat 
yang artinya desa yang memiliki adat atau hukum-
hukum tradisi yang menjadi pedoman masyarakat 
(Soepomo, 2013). 
Perkembangan berikutnya muncul istilah 
diskresi desa pakraman. Diskresi diartikan sebagai 
konsep kebebasan mengambil keputusan sendiri 
dalam setiap situasi yg dihadapi tanpa banyak 
dicampuri oleh pihak- pihak luar. Diskresi desa 
pakraman pun diartikan sebagai hak dan kewajiban 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri 
sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan 
kemampuan sendiri. 
Desa pakraman merupakan suatu kesatuan 
masyarakat sosial religius yang bersifat diskresi, 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak ini 
selanjutnya disebut sebagai hak tradisional masyarakat 
hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti 
diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945, 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang.” 
Salah satu isi dari diskresi desa pakraman 
adalah menetap aturan sendiri yang berlaku bagi 
mereka. Kewenangan ini secara yuridis formal diatur 
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 
3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang diubah 
menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 
Tahun 2003, “Desa Pakraman mempunyai tugas 
membuat awig-awig.”. Awig-awig adalah aturan yang 
dibuat oleh krama desa pakraman dan atau banjar 
pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa 
mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar 
pakraman masing-masing. Definisi ini ditegaskan lagi 
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dalam Bab VII Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman yang diubah menjadi Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Pasal 11 mengatur 
(1) Setiap desa pakraman menyuratkan awig-awig-
nya. (2) Awig-awig desa pakraman tidak boleh 
bertentangan dengan agama, Pancasila, UUD 1945, 
dan hak asasi manusia. Pasal 12 mengatur (1) Awig-
awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh krama 
desa pakraman melalui paruman desa pakraman. (2) 
Awig-awig desa pakraman dicatatkan di Kantor 
Bupati/Wali Kota masing-masing. 
Sejak tahun 1969 ada kecenderungan Desa 
Pakraman Anturan menuliskan awig-awig- nya dalam 
bentuk dan sistematika yang seragam agar prajuru adat 
dan generasi mendatang dapat lebih memahami isi 
awig-awig desanya serta mampu diaplikasikan untuk 
kelangsungan sebuah aturan desa pakraman itu 
sendiri. 
Istilah awig-awig mulai memasyarakat di Bali 
tahun 1986 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang 
Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Pakraman 
sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam Provinsi Daerah 
Tingkat I Bali. Sebelumnya, istilah yang digunakan 
bermacam-macam, antara lain pengeling-eling, 
paswara, geguat, awig, perarem, gama, dresta, cara, 
tunggul, kerta, palakerta, dan sima.6 Ada empat 
tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan awig-
awig, tahap persiapan, tahap penulisan rancangan 
awig-awig, tahap sosialisasi rancangan awig-awig, 
dan tahap penyelesaikan penulisan awig-awig. 
Dalam kajian ini awig-awig akan dikaji 
melalui perpektif teori interaksi simbolik. Konten 
awig-awig sebagai simbul aturan yang disepakati oleh 
Desa Pakraman Anturan sangat tepat jika dibedah 
dengan teori interaksi simbolik yang dalam hal ini 
merupakan interpretasi dari penggunaan simbul yang 
akan mengikat atau memberikan pesan komunikatif 
empirik untuk pelaku simbul yang dalam hal ini adalah 
masyarakat dengan ikatan desa pakraman Anturan. 
Secara umum teori interaksi simbolik merupakan teori 
yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk 
makna melalui proses komunikasi.  Interaksi manusia 
dimediasi oleh penggunaan simbol-simbol, oleh 
interpretasi, atau oleh penetapan makna dari tindakan 
orang lain. Mediasi ini ekuivalen dengan pelibatan 
proses interpretasi antara stimulus dan respon dalam 
kasus perilaku manusia. Teori interaksi simbolik 
berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi 
yang dimiliki iindividu berdasarkan interaksi dengan 
individu lain. Dalam kajian ini peran teori interaksi 
simbolik adalah sebagai sarana membedah nilai sosial 
dan kultur yang dipergunakan Awig-awig sebagai 
diskresi Desa Pakraman. 
 
II.      PEMBAHASAN  
2.1 Konsep Awig- Awig Desa Pakraman  Anturan 
2.1.1  Desa Pakraman  
Perda Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 
tentang Desa Pakraman menentukan sebagai berikut: 
Desa pakraman adalah “kesatuan masyarakat hukum 
adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan 
tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat 
Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan 
Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah 
tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak 
mengurus rumah tangganya sendiri” (pasal 1 no urut 4). 
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 
desa pakraman merupakan organisasi masyarakat 
Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat 
tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling 
mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial 
masyarakat Bali. 
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Sebuah desa pakraman, terdiri dan tiga unsur, 
yaitu:  (1) unsur parahyangan (berupa pura atau tempat 
suci agama Hindu); (2) unsur pawongan (warga desa 
yang beragama Hindu); (3) unsur palemahan (wilayah 
desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna 
kaya). 
Pasal 5 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Desa 
Pakraman  mempunyai tugas sebagai berikut;     1) 
membuat awig-awig; 2) mengatur krama desa;        3) 
mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;             4) 
bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan 
di segala bidang terutama di bidang keagamaan, 
kebudayaan, dan kemasyarakatan;            5) membina 
dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam 
rangka memperkaya, melestarikan, dan 
rnengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya 
dan kebudayaan daerah pada k.hususnya berdasarkan 
“paras-paros”, sagilik-sagu-luk, salunglung-
sabayantaka” (musyawarah-mufakat); 6) mengayomi 
krama desa. 
Pasal 6 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 
Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut: 
1) menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam 
lingkungan wilayahnya dengan tetap membina 
kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai 
dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat; 
2) turut serta menentukan setiap keputusan dalam 
pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, 
terutama yang berkaitan dengan tri hita karana; 
3) melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar 
desa pakraman. 
Sementara tugas dan wewenang ekstern desa 
pakraman di antaranya membantu pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama 
di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. 
Dalam konteks eksternal, desa pakraman berkewajiban 
membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa 
sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat. 
Desa pakraman juga turut serta menentukan setiap 
keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada 
di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan Tri Hita 
Karana. 
Pemerintahan desa pakraman dilakukan oeh 
pengurus desa pakraman yang lazim disebut prajuru 
atau hulu (paduluan). Sistem pemerintahan desa 
pakraman juga sangat variatif sangat dipengaruhi oleh 
tipe desa yang bersangkutan. Sebagai suatu masyarakat 
hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata 
hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat 
(dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di 
desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain 
di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat 
banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman 
(Windia: 2006). 
Semua desa adat atau desa pakraman di Bali 
memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu 
disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa 
yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig 
desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) 
desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang 
diputuskan dalam paruman desa pun dicatat.  Sejak 
tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki 
kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam 
format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas 
dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang 
mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-
awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian 
hukum adat di desa adat. 
Desa dinas maupun desa pakraman merupakan 
masyarakat hukum teritorial (teritoriale 
rechtgemeenschap). Artinya, masyarakat hukum yang 
terbentuk berdasarkan wilayah atau teritorial, dan tentu 
harus jelas batas teritorialnya. Batas desa ini perlu 
dibuat untuk kepentingan kompetensi (absolut maupun 
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relatif), dalam kaitan dengan pelaksanaan tupoksi 
masing-masing. Kalau teritorialnya tidak jelas, sulit 
untuk mengetahui sampai di mana tupoksi masing-
masing harus dijalankan.  
 
2.1.2 Awig Awig 
Awig-awig merupakan tata dalam hidup 
bermasyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh 
beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan, pola 
tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan 
yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa 
identitas terhadap kelompok dimana individu yang 
bersangkutan menjadi anggotanya. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan 
dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga 
diperlukan adanya norma- norma dan aturan-aturan 
yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana 
yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan 
masyarakat adat Bali yang diwadahi oleh desa 
pakraman, norma-norma tersebut lazim disebut dengan 
istilah awig-awig, sima, dresta, perarem, dan istilah-
istilah lainnya. Secara umum yang dimaksud dengan 
awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku, baik 
tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh 
masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa 
keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, 
dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) 
dengan Tuhan, antara sesama krama, maupun antara 
krama dengan lingkungannya (Parwata. 2013). 
 
Dengan pengertian demikian, maka menjadi 
jelas bahwa semua desa pakraman mempunyai awig-
awig, walaupun mungkin bentuknya ada yang belum 
tertulis. Belakangan, terutama sejak tahun 1969, ada 
kecenderungan desa pakraman menuliskan awig-
awig-nya dalam bentuk dan sistematika yang seragam. 
Tujuannya adalah agar prajuru desa adat dan generasi 
mendatang dapat lebih mudah mengetahui isi awig-
awig desanya. Awig-awig yang dijadikan pegangan 
oleh prajuru desa pakraman dalam mengemban 
kewajibannya, dibuat sesuai dengan situasi dan 
kondisi objektif masing- masing desa pakraman 
(Windia. 2006). Hal ini menyebabkan adanya 
perbedaan antar awig-awig desa pakraman yang satu 
dengan yang lainnya walaupun secara geografis 
letaknya berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal 
dan lumrah sesuai dengan asas desa mawacara. Awig-
awig secara proporsional berisi aturan-aturan yang 
bertujuan menjaga atau mewujudkan keseimbangan 
hubungan antara manusia dengan Ida Sang hyang Widi 
Wasa (aspek parhyangan), keseimbangan hubungan 
antara manusia dengan manusia (aspek pawongan), 
dan keseimbangan hubungan manusia dengan alam 
lingkungan (aspek palemahan). 
 
2.1.3 Landasan Awig-awig Desa Pakraman Anturan 
Desa Pakraman Anturan merupakan salah satu 
desa yang ada di kabupaten Buleleng-Bali, dilihat dari 
topografinya daerah rata-rata penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani kebun dan pelaut, 
paradigma  yang masih dijunjung dalam Desa 
Pakraman Anturan itu sendiri masih kental akan 
struktur sosial dan kultur adat yang menjadi warisan 
budaya desa pakraman anturan, salah satunya 
menyangkut warisan tatanan desa dan asumsi 
fungsional struktural Desa Adat Pakraman Anturan 
mengenai tatanan hukum yang disebut awig-awig 
Desa Pakraman Anturan.  Awig-awig Desa Pakraman 
Anturan berawal dari Peraturan Daerah Tingkat I 
Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang 
Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi 
Daerah Tingkat I Bali.  Sebelum adanya Perda ini, 
istilah yang dipakai bermacam-macam, diantaranya 
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pangeling-eling, paswara, geguat, awig, perarem, 
gama, dresta, cara, tunggul, kerta, palakerta, dan sima  
(Sudantra. 2007). Dalam Bab IV Peraturan Daerah 
Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang 
Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi 
Daerah Tingkat I Bali disebutkan tentang Awig-awig 
Desa Adat. 
Pasal 7 
(1) Setiap Desa Adat agar memiliki awig-awig 
tertulis 
(2) Awig-awig Desa Adat tidak boleh 
bertentangan dengan Pancasila, Undang- 
Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku 
Pasal 8 
(1) Awig-awig Desa Adat dibuat dan disahkan oleh 
krama Desa Adat 
(2) Awig-awig Desa Adat dicatatkan di Kantor 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II yang bersangkutan 
Pasal 9 
1)  Sanksi yang diatur dalam awig-awig Desa 
Adat tidak boleh bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
dan rasa keadilan dalam masyarakat 
Dalam penjelasan Pasal 8 dijelaskan awig-
awig Desa Adat digarap oleh Desa Pakraman Anturan 
sampai dibentuk rancangan. Rancangan awig-awig 
tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk 
mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
yang bersangkutan barulah awig- awig Desa Adat 
tersebut disahkan oleh krama adat. 
Dasar pengukuhan otonomi desa pakraman, 
adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. Dasar ini mengandung 
karakteristik filosofi yang membentuk nilai-nilai dasar 
keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturan 
yang ditetapkan dari tindakan yang dilakukan dalam 
lingkup tugas dan wewenang Desa Pakraman Anturan 
sendiri. 
Asas Desa Pakraman Anturan adalah 
kebudayaan Bali yang mengandung karakteristik etis 
hukumiah yang menjadi dasar sumber material aturan 
yang ditetapkan. Landasan desa pakraman adalah Tri 
Hita Karana yang mengandung karakteristik 
konstitutif yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagi 
keseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam 
perikehidupan desa pakraman Anturan. 
Menurut I Gusti Ketut Kaler, unsur Tri Hita 
Karana adalah jiwa (atman), tenaga atau kekuatan 
(prana), dan badan wadag (sarira) (Suastawa dan Koti. 
1991). Ketiga unsur ini kemudian menjadi pola 
masyarakat Bali, dalam pembuatan rumah dan desa. 
Dalam rumah, unsur atman (Tuhan) ditempatkan di 
merajan atau sanggah sebagai parhyangan rumah. 
Unsur prana adalah anggota keluarga sebagai 
pawongan rumah. Unsur sarira adalah keseluruhan 
pekarangan rumah sebagai palemahan rumah. Dalam 
desa, unsur atman berupa Pura Kahyangan Tiga 
sebagai parhyangan desa. Unsur prana berupa krama 
desa sebagai pawongan desa. Unsur sarira berupa 
wilayah desa sebagai palemahan desa. 
Awig-awig Desa Pakraman Anturan sebagai 
pedoman perilaku sudah disusun berdasarkan Tri Hita 
Karana. Hubungan antara manusia dan Tuhan diatur 
dalam Sukerta Tata Agama (Parhyangan). Hubungan 
antara manusia dengan manusia diatur dalam Sukerta 
Tata Pawongan. Hubungan antara manusia dengan 
lingkungan masyarakat dan lingkungan alam diatur 
dalam Sukerta Tata Palemahan. 
Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis 
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awig-awig juga terjabarkan dalam falsafah Hindu 
lainnya seperti Tri Mandala, Catur Purusa Artha, Desa 
Kala Patra, Tat Twam Asi, dan Tri Upasaksi 
(Suastawa dan Koti. 1991). 
 
2.2 Teori Interaksi Simbolik 
Kekhasannya bahwa manusia saling 
menerjemahkan, mendefenisikan tindakannya, bukan 
hanya reaksi dari tindakan seseorang terhadap orang 
lain. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara 
langsung atas tindakan itu, tetapi didasarkan atas 
“makna” yang diberikan. Olehnya, interaksi 
dijembatani oleh penggunaan simbol, penafsiran, dan 
penemuan makna tindakan orang lain.  
Dalam konteks ini, menurut Blumer, aktor 
akan memilih, memeriksa, berpikir, 
mengelompokkan, dan mentransformasikan makna 
sesuai situasi dan kecenderungan tindakannya, 
(Basrowi dan Sukidin, 2002). Pada bagian lain, 
Blumer dalam Soeprapto (2002) mengatakan bahwa 
individu bukan dikelilingi oleh lingkungan objek-
objek potensial yang mempermainkan dan membentuk 
perilakunya, sebaliknya ia membentuk objek-objek 
itu. Dengan begitu, manusia merupakan aktor yang 
sadar dan reflektif, yang menyatukan objek yang 
diketahuinya melalui apa yang disebutnya sebagai 
self-indication. Maksudnya, proses komunikasi yang 
sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, 
menilainya, memberi makna dan memberi tindakan 
dalam konteks sosial. Menurutnya dalam teori 
interaksi simbolik mempelajari suatu masyarakat 
disebut “tindakan bersama”. 
Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide 
tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. 
Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang 
merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau 
pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini 
menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat 
sebagai proses yang memungkinkan manusia 
membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan 
mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang 
menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka 
berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan 
diri mereka sendiri yang menentukan perilaku 
manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan 
dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah 
suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-
kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan 
justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi 
sosial dan kekuatan sosial 
Dalam perspektif Blumer, teori interaksi 
simbolik mengandung beberapa ide dasar, yaitu: 
a) Masyarakat terdiri atas manusia yang 
berinteraksi. Kegiatan tersebut saling 
bersesuaian melalui tindakan bersama, 
membentuk struktur sosial; 
b) Interaksi terdiri atas berbagai kegiatan 
manusia yang berhubungan dengan kegiatan 
manusia lain. Interaksi nonsimbolis mencakup 
stimulus respons, sedangkan interaksi 
simbolis mencakup penafsiran tindakan-
tindakan; 
c) Objek-objek tidak memiliki makna yang 
intrinsik. Makna lebih merupakan produk 
interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu 
objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak; 
d) Manusia tidak hanya mengenal objek 
eksternal. Mereka juga melihat dirinya sebagai 
objek; 
e) Tindakan manusia adalah tindakan interpretasi 
yang dibuat manusia itu sendiri; 
f) Tindakan tersebut saling berkaitan dan 
disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. 
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Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagian 
besar “tindakan bersama” tersebut dilakukan 
berulang-ulang, namun dalam kondisi yang 
stabil. Kemudian di saat lain ia melahirkan 
kebudayaan. (Bachtiar, 2006:249-250). 
Kesimpulan Blumer bertumpu pada tiga 
premis utama, yaitu: (1) manusia bertindak 
berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi 
mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi 
sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) makna- 
makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi 
sosial sedang berlangsung (Soeprapto, 2002:123-124) 
Sedangkan pemikiran behavorisme sosial lebih 
kearah perilaku individu yang diamati. Teori ini 
memiliki subtansi yaitu kehidupan bermasyarakat 
terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi 
antar individual dan antar kelompok dengan 
menggunakan simbol-simbol yang dipahami 
maknanya melalui proses dan memberikan tanggapan 
terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya dan 
dari luar dirinya. Subtansi dari teori ini dikemukakan 
oleh Arnold Rose (dalam buku Ritzer 2003:54):  
a) Manusia berada dalam lingkungan simbol-simbol 
memberikan tanggapan terhadap simbol itu yang 
berupa fisik manusia memiliki kemampuan untuk 
menginterpretasikan simbol-simbol secara verbal 
melalui pemakaian bahasa serta memahami 
makna dibalik simbol itu.  
b) Melalui simbol manusia berkemampuan 
menstimulir orang lain.  
c) Melalui komunikasi simbol dapat dipelajari arti 
dan nilai-nilai serta tindakan orang lain begitu 
pula pengetahuan simbol dalam komunikasi 
dalam mempelajari simbol.  
d) Simbol, makna, serta nilai yang berhubungan 
dengan mereka tidak hanya terfikirkan oleh 
mereka dalam bagian-bagian terpisah tetapi 
selalu dalam bentuk kelompok yang kadang-
kadang luas dan kompleks.  
e) Berfikir merupakan suatu proses pencarian 
kemungkinan yang bersifat simbolis dan untuk 
mempelajari tindakan-tindakan yang akan 
datang, menafsir keuntungan dan kerugian relatif 
menurut penilaian individual, dimana satu 
diantaranya dipilih untuk dilakukan.  
 Menurut teori ini, konsep tentang masyarakat, 
lembaga sosial yang penting dalam sosiologi adalah 
interaksi antarindividu dan lingkungan dimana mereka 
berada. Masyarakat sebagai suatu kesatuan akan 
membentuk sebuah simbul pemersatu yang akan diikat 
oleh peraturan untuk penataan sistem sosialnya.  
Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan 
sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang 
menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada 
cara manusia menggunakan simbol-simbol yang 
merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk 
berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh 
yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol 
tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat 
dalam interaksi sosial. 
Secara ringkas Teori Interaksionisme simbolik 
didasarkan pada premis-premis berikut  
a) Individu merespon suatu situasi simbolik, 
mereka merespon lingkungan termasuk obyek 
fisik (benda) dan obyek sosial (perilaku 
manusia) berdasarkan media yang dikandung 
komponen-komponen lingkungan tersebut 
bagi mereka. 
b) Makna adalah produk interaksi sosial, karena 
itu makna tidak melihat pada obyek, 
melainkan dinegosiasikan melalui 
penggunaan bahasa, negosiasi itu 
dimungkinkan karena manusia mampu 
mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek 
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fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa 
kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa 
itu ) namun juga gagasan yang abstrak. 
c) Makna yang interpretasikan individu dapat 
berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan 
perubahan situasi yang ditemukan dalam 
interaksi sosial, perubahan interpretasi 
dimungkinkan karena individu dapat 
melakukan proses mental, yakni 
berkomunikasi dengan dirinya sendiri 
(Alex.2004). 
 
Karya tunggal Mead yang amat penting dalam 
hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Mind, 
Self dan Society. Mead mengambil tiga konsep kritis 
yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama 
lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme 
simbolik (Alex. 2004). Tiga konsep itu dan hubungan 
di antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, 
sekaligus keywords dalam teori tersebut. 
Interaksionisme simbolis secara khusus menjelaskan 
tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektivitas.  
Berdasarkan pembedahan teori tersebut di atas 
maka produk interaksi simbolis yang dikaitkan dalam 
teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh 
Blumer dapat diinterpretasikan  dalam kehidupan 
menjadi sebuah kajian kesepakatan yang dalam hal ini 
pembentukan kesepakatan hukum suatu kelompok 
adat yang disebut awig-awig pada masyarakat Desa 
Pakraman Anturan. 
 
2.3. Teori Interaksi Simbolik pada Awig-awig 
sebagai Diskresi Desa Pakraman  Anturan  
Awig-awig masyarakat Desa Pakraman Anturan 
yang selama ini dijadikan panutan penyelenggaraan 
ikatan masyarakat cenderung bersifat diskresi yang 
dalam hal ini awig-awig ditekankan sebagai konsep 
kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap 
situasi yg dihadapi tanpa banyak dicampuri oleh 
pihak- pihak luar (otonom desa pakraman). Diskresi 
Desa Pakraman Anturan diartikan sebagai hak dan 
kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, 
dan kemampuan sendiri yang sudah tercantum dalam 
hukum tradisional awig-awig yang sudah di sepakati. 
Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional 
masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati 
negara seperti diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 
NKRI 1945, “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam undang-undang.” 
Salah satu isi dari diskresi desa pakraman 
adalah menetap aturan sendiri yang berlaku bagi 
mereka. Kewenangan ini secara yuridis formal diatur 
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 
3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang diubah 
menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 
Tahun 2003, “Desa Pakraman mempunyai tugas 
membuat awig-awig”. Dengan diskresi melalui awig-
awig desa yang didasari oleh kesepakatan masyarakat 
Desa Pakraman Anturan, terindikasi bahwa awig awig 
merupakan simbol hukum tradisional masyarakat yang 
mengatur kehidupan sosial kultural yang menyangkut 
tata ruang dan tata sosial sehingga masyarakat dapat 
memiliki pola interaksi khusus dan unik yang menjadi 
ciri khas di Desa Pakraman Anturan.  
Awig-awig masyarakat Desa Pakraman 
Anturan akan dikaji melalui perpektif teori interaksi 
simbolik. Konten awig-awig sebagai simbul aturan 
yang disepakati oleh Desa Pakraman Anturan sangat 
tepat jika dibedah dengan teori interaksi simbolik yang 
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dalam hal ini merupakan interpretasi dari penggunaan 
simbul yang akan mengikat atau memberikan pesan 
komunikatif empirik untuk pelaku simbul yang dalam 
hal ini adalah masyarakat dengan ikatan desa 
pakraman Anturan.   
Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan 
sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang 
menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada 
cara manusia menggunakan simbol-simbol yang 
merepresentasikan yang mereka maksudkan untuk 
berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh 
yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol 
tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat 
dalam interaksi sosial (Artur Asa Berger.  2004). Teori 
interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep 
diri dan persepsi yang dimiliki iindividu berdasarkan 
interaksi dengan individu lain melalui pola interaksi. 
Dalam kajian ini peran Teori Interaksi Simbolik adalah 
sebagai sarana membedah nilai sosial dan kultur yang 
dipergunakan  awig-awig sebagai diskresi Desa 
Pakraman 
Teori Interaksionisme simbolik didasarkan 
pada premis-premis (Alex Sobur. 2004) yang akan 
diakulturasikan dengan kejadian empirik Awig-awig 
Masyarakat Desa Pakraman Anturan: 
1) Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka 
merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) 
dan obyek sosial (perilaku manusia) berdasarkan 
media yang dikandung komponen-komponen  
lingkungan  tersebut bagi mereka. 
Dalam konteks masyarakat, awig-awig 
memberikan pola pemetaan perilaku manusia 
melalui hukum adat yang telah disepakati. 
Sehingga masyarakat memiliki batasan dan tata 
hidup yang disesuaikan dengan pola hidup 
bermasyarakat di Desa Pakraman Anturan. 
 
Contoh :  
Salah satu pasal Awig Awig Desa Pakraman Anturan 
Pawos 5. 
Petitis Désa Pakraman luiré: 
ha. Mikukuhin miwah ngrajegang Sang Hyang 
Agama. 
na. Nginggilang tata prawertining magama. 
ca. Ngrajegang kasukertan désa saha pawongania 
sami sakala kalawan niskala. (Prajuru Desa, 1981) 
Dalam awig awig tersebut dijelaskan bahwa 
kerame/warga Desa Pakraman Anturan wajib berbakti 
kepada Tuhan melalui agama dan menjadikan diri 
sebagai warga yang taat dan patuh pada ajaran agama 
yang dianut untuk kesejahtraan sosial dan relegius. 
2) Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu 
makna tidak melihat pada obyek, melainkan 
dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, 
negosiasi itu dimungkinkan karena manusia 
mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya 
obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa 
kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa itu ) 
namun juga gagasan yang abstrak. 
Dalam konteks awig-awig Desa Pakraman 
Anturan sebagai sebuah simbul hukum pola interaksi 
sosial juga jelas memiliki makna nilai hukum yang 
tinggi dan sudah menjadi kesepakatan tertulis 
masyarakat, namun ada juga hal-hal yang bersifat 
tidak tertulis yang nantinya akan diatur berdasarkan 
kesepakatan kerame/warga adat Desa Pakraman 
Anturan.   
Contohnya: sebuah kesepakatan yang tidak tertulis 
dalam awig-awig, ketika ngayah/gotong royong ke 
Pura warga masyarakat harus mengenakan pakaian 
adat madya, hal tersebut menjadi kebiasaan 
masyarakat/warga desa pakraman untuk selalu 
memakai pakaian adat madya ketika melakukan 
aktifitas di areal pura.  
3) Makna yang interpretasikan individu dapat berubah 
dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan 
situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, 
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perubahan interpretasi dimungkinkan karena 
individu dapat melakukan proses mental, yakni 
berkomunikasi dengan dirinya sendiri yang 
dipengaruhi oleh lingkungan. 
Dalam konteks awig-awig Desa Pakraman Anturan 
sebagai sebuah simbul hukum pola interaksi sosial 
juga memiliki konten inovatif dan mampu 
berakulturasi dengan zaman global, tentunya 
berdasarkan kesepakatan kerame/warga adat Desa 
Pakraman Anturan. 
Contohnya: ketika akan menyelenggarakan  
pauman/rapat, dulu ada prajuru  pengarah (salah 
seorang warga yang bertugas keliling area door to 
door untuk memberitahu kegiatan rapat) namun saat 
ini seiring perkembangan zaman, banyak 
warga/kerame desa yang tinggal jauh di luar 
wewidangan desa namun masih medesa adat di Desa 
Pakraman Anturan, hal tersebut sudah dipermudah 
dengan alat komunikasi (medsos/media sosial) yang 
tentunya lebih efisien dan efektif  melalui kesepakatan 
kerame/ warga.  
Berdasarkan kajian teori interaksi simbolik di 
atas, awig-awig memiliki peranan integral dalam Desa 
Pakraman Anturan, hal tersebut mampu terindikasi 
dari simbol-simbul hukum tata kelola bermasyarakat 
yang dihasilkan melalui kesepakatan dan interaksi 
sosial di Desa Pakraman Anturan. Dalam kajian ini 
peran teori interaksi simbolik adalah sebagai sarana 
membedah nilai sosial dan kultur yang dipergunakan 
awig-awig sebagai diskresi Desa Pakraman. 
 
III.  PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa Awig-awig adalah aturan yang 
dibuat oleh krama desa pakraman dan atau banjar 
pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa 
mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar 
pakraman masing-masing. awig-awig masyarakat Desa 
Pakraman Anturan yang dikaji melalui perpektif teori 
interaksi simbolik memiliki  fokus pada pentingnya 
konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu 
berdasarkan interaksi dengan individu lain melalui pola 
interaksi sosial masyarakat. Interaksi simbolik 
didasarkan pada ide-ide tentang individu dan 
interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi 
simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri 
manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol 
yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa 
perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang 
memungkinkan manusia membentuk dan mengatur 
perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi 
orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Konten 
awig-awig sebagai simbul aturan yang disepakati oleh 
Desa Pakraman Anturan sangat tepat jika dibedah 
dengan teori interaksi simbolik yang dalam hal ini 
merupakan interpretasi dari penggunaan simbul yang 
akan mengikat atau memberikan pesan komunikatif 
empirik untuk pelaku simbul yang dalam hal ini adalah 
masyarakat dengan ikatan desa pakraman Anturan. 
Kajian teori interaksi simbolik menginterpretasikan 
awig-awig memiliki peranan integral dalam Desa 
Pakraman Anturan, hal tersebut mampu terindikasi dari 
simbol-simbul hukum tata kelola bermasyarakat yang 
dihasilkan melalui kesepakatan dan interaksi sosial di 
Desa Pakraman Anturan.  
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